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Mealnbaag:

Meaglngat:

I(EPT'TUSAIT
KEPALA DINAS PEITDIDINAN DAI{ IITBIIDAYAA}{

KABIIPATEN BIIRU
NoMoR z 42O.Ll4l5 l2OL6

TENTANG
IZIN OPtrRASIONAL PENDIDII(AI{ ANAK USIA DINI (PAUD }

., PAUD HUKE INA "
DUSUN METAR DESA \I/AEPSALIT KECA}{ATAN LOLONG GUBA

KEPAL.A DINAS PEI{DIDINAN DAI{ KTBUDAYAAI{
I(ABTIPATEIT BI'RU

a. Bahwa d.alarn rangka Peningtcatan Mutu Pendid.ikan serta
pembentukan ahlaq yang baik di Kabupaten Bunr diperlukan
pertratian da1 dukungan Penerinta! Daeralr pada, oemua jenis dan
j.qiang pendidikan di Kabupaten Buru;

b. bahwa sesuai hasil sttrdi kelayakan dipandang perlu un'trrk
memberikanl?itn operasional pada PAUD HUKE INA Dueun Metar

Desa Waepsalit Kecamatan Lolong Guba ' '

c. bahwa berdasarkan pertimbangafl sebagaimana dimaksud pada poin

hul-Lf a dan huruf b diatas perlu lbenetapkan dengal Keputtrsan

Kepala Dinas Pend.idikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.

l.Undang-undalg Nomor 4 Tahun 1979'lgntan$ Kesejahterasn Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L979 Nomor 32'
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Insonesia Nomor 3143);

2. Undang-rrndang Nomor 46 Talrun 1999 tentarrg polnbcntulc n
provinsi Maiukir utafa, Kabupaten Bur:u dan Kabrrpaten Malulu
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2ooo

Nomor 174, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOmor

3895) sebagaimana telatr diubah dengan Undang - undang Nomor 6

Tahun 2OOO tentang Perubahal atas Undang - undasg Nomor 46

tentafrg Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaterr BUnr dan

I{abupaten MalukU Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOO Nomor 73, Tambahan Lembaras Negara

Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-undang Nomor 2O Tatrun 2OOA tontong Eietim Pendtdlltan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2003 Nomor

78 Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Republik Indoneeia Nomor 1O Tahun 2OO+ tentang
pembentukan . peratrrrarr Undang unda.llg (Irembaran Negara
Republik Indonesia Tah,un 2004 Nomor 53,, Lembaras Negara
Republik Indonesia Nosor 4389);

i



5. undang-undang Repubtk L:.donesia Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesi.a Tatrun
2oo4 Nomor 1.25, Tanbahan Lembaran Negara Republik Ind.onesia
Nomor 4437) sebagaiynsna telah diubah dengan Undalg-undang
Nomor 12 Tahun 20oB tentang perubatran kedua Atao undang-
undang Nomor 32 Tatrun 2004 tentang pemerintahan Daeratr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$afli

6. undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintatr Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor
726, Tarnbahan Lembaran Negara Republil: Indonesia Nomor a4s8);

7, undang-undang Nomor 12 Tahun 2oLL tentang pembsrtut*an
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor Sffia);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2oos tentang standar
Pendidikan Nasional (I.embaran Negara Republik Indonesia
Tatrun2oO5 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Rcpu blik
Indonesia Nomor 4496);

9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3STatrun 2OOz
Pembagian tJrusan Pemerintahan Arrtara Pemerintatr, Pemerintahan
Daeratr Provinsi dan Pemerintatran Daeratr Kabupatcn/Kota
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO7 No:aor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

lo.Peraturan Pemerintah Nomor L7 Tahun 2O1O tentang
Penyelenggaraan Pendldlkan sebagaimana telah diubeh dengan
Peraturan Pemerintsh Notoor 66 Tahrrn 2O1O;

ll.Peraturan Menteri Pendidilcan Nasional Nomor 20 Tatrun 2OO7
tentang Standar Penilaian Pendidilmn;

l3.Perahrran Menteri Pendidit<an Naeional Nornor 58 Tatrun 2OO9

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
l4.Pertauran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 20L0

tentang Standar Pelayarran Miniloal Pcndifikan di lhbupaten /If,;ota;
l5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repiblik Indonesia

Nomor 137 l'ahun 2013 tentang Standar Nasional p6ldidikan Anak
Usia Dini;

l6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repiblik lndonesia
Nomor 84 'Iatrun 2O)+ tentang Pendirian Satuan Pendir{ilraa Anak
Usia Dini;

lT.Perahrran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repiblik Indonesia
Nomor 146 Tahun 20L4 lsrrtang Kurikulum 2013 Pendidilcan Anak
Usia Dini;

l9.Perafuran Bupati Buru Nomor O3 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pen<iidikan dan l(cbudayaan
Kabuprrten Bum (Lernbaran Daerah Kabupaten Buru Tatrun 20OB
Nomor 03);

2o.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2Ol4 tentang
Anglaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ehrru Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daeratr Kabupaten Burrr Tahun 2OL4
Nomor 03);
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21. Peraturan Bupati Bunr Nomor 72 Tahun 2ot4 tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bunr Tatrun
Anggaran 2015 (Berita Daerah l(abupaten Buru Tahun 2oL4 Nomor
771.

Memperhatlkan : Surat Pengelola PAUD HUKE INA Dusun lvletar Desa Waepsalit
Kecernatan Lolong Guba . tentang Permohonan izl:n olrcrasional
PAUD HUKE INA Dusun Metar Desa Waepsalit Kecarnatan Iolong
Guba Kabupaten Bunr Nomor : EX.OI/PIO-PAUD /O4/fi/2AL6
Tanggal 4 Maret 2OL6,

MEIIUTUSITAIT

Menetapkan
KESATU .

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tenihttssn_disampaikan Kepada 1.th ;
1. Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga

Provinsi Maluku di Ambon
Ketua DPRD Kabupaten Buru di Nemtea
Camat Lolong Guba di Lolong Guba
Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kec. Lolong Guba di Lolong Guba
Kepa1a Dusun Metar cli Metar
Arsip

Memberikan Izin Operasional Kepada: PAUD HUKE INA Dusun
Metar Desa Waepsalit Kecernatan Lolong Guba . Kecamatan Lolong
Guba I(abupaten Bum.
Memberikan kewenangan kepada pengelola untuk mengelulah
PAUD HUKE INA Dusun Metar Deea Waepaalit Kecaluatan Lolong
Guba . sesuai dengan ketentuan yang bcrlalru.
Dalam Pelaksanaanrrya bertanggungiawab dan melaporkan hasil
kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kcbudayaan
Kabupaten Buru.
Segala biaya yang ditinbulkan sebagai atiUdt dikeluarkannya
keputusan ini dibebankan pada lembaga penyelenggara.
Kepuhrsan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat
kekeliruan akarr diperbaiki eebagaimana meetinya.

2.
3.
4.

5.
6,

Ditetapkan di ; ]r[ernlg4

NrP. 19630601 198601 1011

PendldlLnn d.irn Kebudiyaari g
rru I-.- !


